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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RENJA 2021-BAKEUDA

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Barat untuk periode 2021 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Kebijakan,
Program, dan Kegiatan Pembangunan yang berdasarkan kepada visi dan misi
BAKEUDA yang merujuk kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah, Kebijakan, Program
dan Kegiatan yang berdasarkan kepada kondisi, potensi, dan permasalahan serta
kebutuhan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang pada akhimya
akan bermuara kepada keluaran (output) dan hasil (outcame) yang akan dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu Renja Badan Keuangan Daerah
(Bakeuda) disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.

Dokumen Renja menjadi dasar bagi Badan Keuangan Daerah untuk
memasukkan program/kegiatan didalam KUA dan PPAS serta rencana
program/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.

Sebagai dokumen rencana tahunan Badan Keuangan Daerah, Renja Badan
Keuangan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut :

1. Renja Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Badan Keuangan Daerah yang ditetapkan
dalam Renstra.

2. Renja merupakan acuan Badan Keuangan Daerah untuk memasukkan program
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam RKA tahun 2021.

3. Renja Bakeuda merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi sejauh mana
capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan instansi pada tahun 2020.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Bakeuda dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan
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penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Bakeuda mengacu pada Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4
Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja
(Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses
penyusunan Renja Tahun 2019 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup
detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun
sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi
terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas
capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan
program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2021 terbagi dalam dua tahap yang
saling berurutan :

1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan
mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian
dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran Badan
Keuangan Daerah, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya,
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakeuda, rancangan awal
RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta

perumusan kegiatan prioritas.

2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan
Renja Badan Keuangan Daerah berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang
telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD
dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS
Tahun 2021.
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Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja yang tidak terlepas
dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Keuangan Daerah dan mengacu pada
rancangan awal RKPD.

2. Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

3. Substansi Renja Badan Keuangan Daerah memuat evaluasi status, kedudukan
kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Bakeuda terhadap Renstra Badan
Keuangan Daerah; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan,
sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan
prakiraan maju.

4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Badan Keuangan Daerah didasarkan
atas pertimbangan urutan urusan pelayanan waijib/pilihan pemerintahan daerah
yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif
masing-masing Badan Keuangan Daerah.

5. Program/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang
diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan sumber lainnya, sedangkan untuk
RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD

Provinsi, APBN dan sumber lainnya.

6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian
kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk
tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Badan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 juga berpedoman pada Visi
Misi Presiden RI sebagaimana dinyatakan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan,
RPIPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Badan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam




Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 masih bersifat
indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas
daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut UU No. 25/2004

Pedoman dijabarkan
_— —p
dioeﬂiau‘kan
v
A4

Pedoman dijabarkan
20 tahun Pedoman diacu

5 tahun 1 tahun

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja OPD tidak
terlepas dari RPIP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L
dan Renstra OPD dan RKPD Daerah. Berpedoman pada dokumen menurut alur
perencanaan tersebut, maka Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk
1 (satu) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum
1)  Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

3) Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4)  Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.




6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahunn 2010 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah diubah dengan Permendagri Nomor 86 tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembngunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri
Dalam Negeri No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/S] Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Musrenbang.




16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

1.3

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar
Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan

penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah adalah :

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan gambaran mengenai
kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif
masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang.
Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi

Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Badan Keuangan

Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan




2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja
yang lebih akuntabel pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

1.3. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 adalah :

1.

Mewuijudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen
perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun
kedepan.

Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Badan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan
program satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja 2021 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan

mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I.

Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penuyusunan
Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat agar substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan

Keuangan Daerah, proses penyusunan Renja Badan Keuangan




Daerah, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD,
Renstra K/L, Renstra Badan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Keuangan
Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Badan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan
Keuangann Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.4, Review Terhadap Rancangan Awa! RKPD
Berisikan uraian mengenai :

1. Proses vyang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Pada
bagian ini dijelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut
dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan
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BAB III.

BAB 1V.

awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD,
atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan
Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Badan Keuangan Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi :
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.

Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

maupun ketersediaan anggaran.




BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAKEUDA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN
CAPAIAN RENSTRA BAKEUDA

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana
kemampuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan
program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung
terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang
menyebabkan target tidak tercapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja, Renstra serta
faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan
penting untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk
pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.

A. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan maka Badan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program kerja untuk
mencapai sasaran sesuai tupoksi dan dibiayai dengan dana APBD 2019, seperti terurai
dalam program berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

;o B e

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.

6. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
7. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan.
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

9. Program Penilaian Pelayanan Publik.

Sebagaimana diketahuiBadan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun
Anggaran 2019 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 90.954.728.012,- dengan




realisasi sebesar Rp. 87.484.437.927- (96,18%). Berikut terinci pagu dana dan realisasi

tahun 2019 dimaksud.

"1 | BELANJA
TIDAK
LANGSUNG

Tabel 2.1

Realisasi Belanja
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

54-453.177-519,-

100,00

53.718.249.303,-

98,65

a. Gaiji dan
Tunjangan

16.649.198.530,-

100,00

16.421.512.689,-

98,63

b. Tambahan
Penghasilan
PNS

6.898.405.529, -

100,00

6.695.078.732,-

97,05

¢. Insentif
Pemungutan
Pajak Daerah

30.905.573.460,-

100,00

30.601.657.882,-

99,02

BELANJA
LANGSUNG

36.501.550.493,-

100,00

33.766.188.624,-

92,51

JUMLAH
BELANJA

90.954.728.012,-

100,00

87.484.437.927,-

96,18

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Program dan Kegiatan Pokok yang

mempunyai 5 program dan 27 kegiatan, sedangkan untuk Program dan Kegiatan pada

Belanja Langsung Urusan sebanyak 4 program dengan 29 kegiatan.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat
pada tabel 2 dibawah ini.




Tabel 2.2

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

b ANGGARAN ol i

e o NEESE TAHUN 2018 | FISIK
__ - : ' (%) KEUANGAN (Rp) %

1 ! S 3 |1 4 5 ' 6
BELANJA LANGSUNG 20.860.539.428,- 100 | 19.723.663.818,- | 93,72
POKOK

1 | Program Pelayanan 11.685.085.360,- 100 11.188.326.889,- | 95,75
Administrasi Perkantoran

2 | Program Peningkatan Sarana 6.593.819.476,- 100 6.064.329.864,- | 91,97
dan Prasarana Aparatur

3 | Program Peningkatan Disiplin 206.250.000,- 100 200.040.895,- | 96,99
Aparatur

4 | Program Peningkatan 334.098.000,- 100 290.453.856,- | 86,94
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

5 | Program Peningkatan 2.041.286.592,- 100 1.980.512.314,- | 97,02
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
BELANJA LANGSUNG
URUSAN

1 | Program Peningkatan 6.940.473.189,- 100 6.339.675.290,- | 91,34
Pendapatan Daerah

2 | Program Peningkatan 5.910.726.370,- 100 5.096.525.807,- | 86,23
Kualitas Pengelolaan
Keuangan

3 | Program Pembinaan dan 735.504.800,- 100 696.519.629,- | 94,70
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota

4 | Program Peningkatan 2.054.306.706,- 100 1.909.804.080,- | 92,97
Pelayanan Publik

JUMLAH | 36.501.550.493,- 100 | 33.766.188.624,- | 92,51

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 92,51% dari total

anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis

penyerapan anggaran terbesar pada program pembinaan dan fasiltasi pengelolaan
keuangan Kabupaten/Kota sebesar 94,70% dan diikuti dengan program peningkatan

pelayanan publik 92,97% terus program peningkatan pendapatan daerah 91,34% dan

program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 86,23%.
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Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019, terdapat

outcome sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 11.685.085.360,- dan realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp.
11.188.326.889,- atau sebesar 95,75% dengan realisasi fisik sebesar 100%
dengan kegiatan sebagai berikut :

d.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.11.900.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp.
7.170.661,-atau 90,29% dengan realisasi fisik 100%, berupa terkirimnya
surat menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan, dengan
hasil (outcome) berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman jasa
surat menyurat sebesar 100%.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.886.636.000,- terealisir sampai
Desember 2019 sebesar Rp. 2.654.433.202,- atau 91,96% dengan
realisasi fisik sebesar 100%, berupa terpenuhinya pembayaran tagihan
jasa telekomunikasi,air dan listrik selama 12 bulan dengan hasil
(outcome) berupa meningkatnya kinerja aparatur melalui jasa komunikasi
listrik dan air yang terpenuhi sebesar 100%.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir
Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.197.143.265,- realisasi
sampai Desember 2019 sebesar Rp. 4.156.823.813,- atau 99,04%
dengan realisasi fisik 100%, berupa terpeliharanya kebersihan dan
keindahan kantor, terpenuhinya kebuutuhan sopir dan tersedianya jasa
tenaga pengaman kantor selama 12 bulan pada 1 Kantor Pusat dan 18
UPTD, dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya motivasi kerja
aparatur dengan kondisi kantor yang bersih dan indah, terwujudnya
pelayanan administrasi kantor yang prima dan pengamanan kantor yang
memadai dan bersih sebesar 100%.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 203.515.000,- terealisir sampai Desember 2019
sebesar Rp. 137.518.529,- atau 67,57% dengan realisasi fisik sebesar




1 tahun dengan hasil (outcome) berupa terlaksananya jaminan aset mobil
dinas dari resiko kerugian sebesar 100%.

Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
0987.252.595,- realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp.
961.859.100,- atau 97,43% dengan realisasi fisik 100%, berupa
tersedianya ATK dalam rangka pelayanan administrasi kantor selama 12
bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan
pelayanan administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan
memadai sebesar 100%.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.351.232.900,- realisasi sampai Desember 2019
sebesar Rp. 1.331.349.583,- atau 98,53% dengan realisasi fisik 100%,
berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam rangka
peningkatan pelayanan adminstrasi kantor dan pajak daerah selama 12
bulan,dengan hasil (outcome)berupa meningkatnya kelancaran pelayanan
administrasi melalui ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang
cukup dan memadai sebesar 100%.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.003.280,- terealisir
sampai Desember 2019 sebesar Rp. 65.687.000,- atau 93,83% dengan
realisasi fisik 100%, berupa tersedianya komponen instalasi listrik selama
12 bulan,dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan kantor
selama setahun dengan realisasi 100%.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-Undangan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.264.000,- terealisasi sampai
Desember 2019 sebesar Rp. 59.062.000,- atau 65,43% dengan realisasi
fisik 100%, berupa tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan selama
12 bulan,dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya sumber daya
aparatur melalui ketersediaan bahan bacaan yang memadai sebesar
100%.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
LuarDaerahdengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.722.754.320-




96,85% dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa terlaksananya
koordinasi dan konsultasi sebanyak 60 kali dalam daerah, 33 kali keluar
daerah dan 1 paket ke luar negeri,dengan hasil (Outcome) meningkatnya
kinerja aparatur melalui koordinasi dan konsultasi dengan realisasi 100%.

Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi Dan Publikasi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 16.100.000,- terealisir sampai Desember
2019 sebesar Rp. 14.500.000,- atau 90,06% dengan realisasi fisik 100%,
berupa terpenuhinya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi sebanyak
6 kali publikasi dan 1 kali dekorasi, dengan hasil (Outcome)
meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui jasa informasi dokumentasi
dan publikasi dengan realisasi 100%.

Penyediaanlasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 30.140.000,- terealisir sampai Desember
2019 sebesar Rp. 23.000.000,- atau 76,31% dengan realisasi fisik
sebesar 100% berupa 38 kali senam, 33 kali pengajian dan 1 kali
peliputan penyegaran rohani,dengan hasil (outcome) meningkatnya
kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan fisik dan mental
aparatur dengan realisasi sebesar 100%.

Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 118.144.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp.
108.412.500,- atau 91,76% realisasi fisikk 100%, berupa tersedianya
makan dan minum untuk rapat (nasi kotak dan snack kotak). Dengan
hasil (outcome)meningkatnya kinerja aparatur dengan adanya pertemuan
dan rapat-rapat sebesar 100%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 6.593.819.476,- terealisasi sampai Desember 2019
sebesar Rp. 6.064.329.864,- atau 91,97% dan realisasi fisik sebesar 100%
dengan kegiatan sebagai berikut :

a.

Pengadaan Meubilerdengan alokasi anggaran sebesar Rp.
686.180.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp.
645.540.000,-atau 94,08% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 25
set kursi tunggu, 20 unit rak file, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome)




meningkatnya pelayanan publik dengan ketersediaan meubiler yang
memadai dengan realisasi sebesar 100%.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 769.550.000,- terealisasi sampai Desember 2019
Rp. 759.004.652,- atau 98,63% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun. Dengan hasil (outcome)
meningkatnya pelayanan publik dan motivasi kerja aparatur dengan
terpeliharanya gedung kantor dengan realisasi 100%.

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 744.484.300,- terealisasi sampai
Desember 2019 sebesar Rp. 653.339.605,- atau 87,76% dan realisasi
fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan kendaraan dinas UPTD. Dengan
hasil (outcome) meningkatnya kelancaran tugas operasional Kantor Pusat
dan UPTD dengan kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.950.000,- terealisasi sampai
Desember 2019 sebesar Rp. 472.403.100,- atau 87,33% dan realisasi
fisik sebesar 100% berupa 1 set sound system portabel, 1 unit faximille,
dan lain-lain, dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur
dengan berfungsinya peralatan dan perlengkapan dengan baik, dengan
realisasi 100%.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubilerdengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp.
5.400.000,- atau 90,00% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan meubiler selama 1 tahun. Dengan
hasil (outcome) terpeliharanya meubiler kantor dengan baik, dengan

realisasi 100%.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantordengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.336.632.226,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar
Rp. 1.270.595.908,- atau 95,06% dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa kegiatan rehab 7 unit Kantor UPTD/Samsat. Dengan hasil

(outcome) meningkatnya pelayanan publik dengan adanya gedung kantor







